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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Kewajiban Pajak Mutlak / Teori Bakti 

Menurut Teori Kewajiban Pajak Mutlak, yang juga dikenal sebagai teori 

bakti, pajak merupakan kewajiban absolut setiap warga negara. Teori ini didasarkan 

pada organ theory yang dikembangkan oleh Otto von Gierke (1841-1921), yang 

memandang negara sebagai suatu organisme, dan warga negara sebagai bagian 

integral dari tubuh negara tersebut. Oleh karena itu, warga negara memiliki 

kewajiban mutlak untuk berkontribusi kepada negara, salah satunya melalui 

pembayaran pajak. 

Negara, dalam konteks ini, memiliki hak absolut untuk memungut pajak guna 

memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Di Indonesia, landasan hukum 

pemungutan pajak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A, yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan 

lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-

undang.” 

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi 

juga sebagai alat pemerataan sosial dan ekonomi. Dana yang berasal dari pajak 

digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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Dalam konteks penelitian ini, PKB dan BBNKB merupakan komponen 

penting dalam sistem perpajakan daerah yang menyumbang terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), khususnya di Kabupaten Kebumen. Selaras dengan Teori Bakti, 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB mencerminkan komitmen warga 

negara terhadap pembangunan. Upaya pemerintah seperti modernisasi sistem 

perpajakan melalui implementasi Sistem Administrasi Pajak Online (New Sakpole) 

turut mendorong peningkatan penerimaan pajak. Di daerah seperti Kebumen, 

penerimaan dari PKB dan BBNKB memiliki dampak langsung terhadap alokasi 

anggaran pembangunan, yang pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan 

masyarakat. 

Dengan demikian, Teori Bakti memberikan landasan teoritis yang kuat bahwa 

kontribusi pajak kendaraan, khususnya PKB dan BBNKB, memegang peran 

strategis dalam memperkuat PAD dan mendukung pembangunan daerah yang 

berkelanjutan. 

2.1.2 Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan 

oleh orang pribadi atau badan kepada negara tanpa mendapatkan imbalan secara 

langsung. Implementasi kebijakan pusat bertujuan untuk memberikan kewenangan 

kepada pemerintah daerah agar dapat berperan aktif sebagai penggerak 

pembangunan, mengingat pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat 

dan memahami kebutuhan masyarakat (Munir & Andini, 2017). 
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Secara umum, pajak memiliki beberapa ciri utama yang menjadi karakteristik 

khas dalam sistem perpajakan yaitu : 

1. Bersifat memaksa : Pembayaran pajak wajib dilakukan oleh setiap wajib 

pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku. 

2. Tidak ada imbalan langsung: penting dalam meningkatkan lokal revenue 

dan mendukung kemajuan regional yang berkelanjutan. Meskipun pajak 

tidak memberikan keuntungan langsung kepada individu, mereka digunakan 

untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan 

publik.  

3. Diatur oleh undang-undang: Pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum 

yang sah dan jelas. 

Di Indonesia tersendiri terbagi atas beberapa jenis pajak seperti :  

1. Pajak Penghasilan (PPh) : Pajak ini dikenakan pada penghasilan yang 

diperoleh oleh individu dan badan usaha. PPh terbagi menjadi beberapa 

kategori, termasuk PPh 21 untuk karyawan, PPh 22 untuk entitas bisnis 

tertentu, dan PPh 23 yang dikenakan pada pendapatan tertentu seperti 

dividen dan royalti.  

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : PPN adalah bentuk yang dikenakan pada 

setiap transaksi jual beli barang dan jasa. Pajak ini bersifat konsumsi dan 

dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, dengan tarif umum 

yang berlaku. 
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3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : PBB tergolong sebagai pajak dikenakan 

pada tanah dan bangunan yang dimiliki oleh perorangan atau badan. Pajak 

ini bertujuan untuk ikut serta dalam pembangunan daerah dan digunakan 

untuk keperluan umum. 

4. Bea Meterai : Bea meterai dikenakan pada dokumen tertentu yang 

digunakan sebagai bukti transaksi, seperti akta jual beli, perjanjian, dan 

dokumen resmi lainnya. Pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan 

administratif dan hukum. 

5. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) : PKB termasuk kategori pajak tahunan 

yang dikenakan setiap pemilik kendaraan bermotor. Pajak ini digunakan 

untuk mendanai pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi. 

6. Pajak Daerah : Selain pajak negara, ada juga pajak yang dikumpulkan oleh 

pemerintah daerah, seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. 

Pajak-pajak ini bertujuan untuk meningkatkan PAD diharapkan guna 

pembangunan lokal. Dengan berbagai jenis pajak ini, diharapkan sistem 

perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan dapat diciptakan untuk 

mendukung transformasi ekonomi dan kesejahteraan umum di Indonesia.  

2.1.3 Pajak Daerah 

A. Pengertian Pajak Daerah 

Keberadaan pajak daerah memegang peran krusial dalam mendukung 

pembangunan daerah, terutama dalam sistem desentralisasi yang diterapkan di 

Indonesia. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan 

layanan publik yang optimal dan berkelanjutan. Namun, hal ini tidak dapat tercapai 
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tanpa partisipasi aktif masyarakat melalui kontribusi pajak. Pajak daerah bukan 

sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk nyata keterlibatan masyarakat dalam proses 

pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak 

daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang dipungut oleh Pemerintah 

Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, tanpa imbalan langsung secara satu persatu, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Je.nis Pajak Dae.rah : 

1. Pajak Dae.rah Provinsi (Tingkat I) 

a. Pajak Ke.ndaraan Be.rmotor (PKB) 

b. Be.a Balik Nama Ke.ndaraan Be.rmotor (BBNKB) 

c. Pajak Bahan Bakar Ke.ndaraan Be.rmotor (PBBKB) 

d. Pajak Air Pe.rmukaan 

2. Pajak Kabupate.n/Kota (Tingkat II) 

a. Pajak Hote.l 

b. Pajak Re.storan 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Re.klame. 

e. Pajak Pe.ne.rangan Jalan 

f. Pajak Pe.ngambilan Bahan Galian Golongan C 

g. Pajak Parkir 



21 
 

 
 

Manfaat dari pajak dae.rah tidak dirasakan se.cara langsung ole.h wajib pajak, 

me.lainkan diwujudkan dalam be.ntuk layanan publik dan infrastruktur yang dapat 

dinikmati be.rsama. Hal ini me.nunjukkan bahwa pajak bukan hanya te.ntang 

me.me.nuhi ke.wajiban, te.tapi juga te.ntang me.mbangun rasa tanggung jawab 

be.rsama untuk me.wujudkan ke.se.jahte.raan kole.ktif. De.ngan me.mbayar pajak, 

masyarakat turut se.rta dalam me.nciptakan lingkungan yang le.bih baik dan 

me.ndukung ke.majuan dae.rah se.cara be.rke.lanjutan. 

Me.nurut Mardiasmo (2018) Pajak be.rsifat me.maksa, artinya se.tiap individu atau 

badan usaha yang me.me.nuhi syarat se.bagai wajib pajak harus me.me.nuhi 

ke.wajibannya tanpa bisa me.nge.lak atau me.nghindar. Pajak dae.rah me.me.gang pe.ran 

krusial dalam me.ndukung ke.be.rhasilan pe.me.rintah dae.rah dalam me.njalankan 

otonomi dae.rah, kare.na me.njadi sumbe.r pe.ndapatan utama yang digunakan untuk 

me.mbayar be.rbagai program pe.mbangunan dan layanan publik. De.ngan dana yang 

te.rkumpul dari pajak dae.rah, pe.me.rintah dae.rah dapat me.ningkatkan infrastruktur, 

fasilitas ke.se.hatan, pe.ndidikan, dan program-program lain yang be.rtujuan untuk 

me.ningkatkan ke.se.jahte.raan masyarakat di wilayah me.re.ka. Tanpa kontribusi dari 

pajak dae.rah, upaya untuk me.wujudkan pe.mbangunan yang me.rata dan 

be.rke.lanjutan akan sulit te.rcapai. 

B. Fungsi Pajak Daerah 

Pajak dae.rah sangat me.mbantu pe.me.rintah dan pe.mbangunan dae.rah. Tanpa 

pe.ndapatan pajak yang cukup, pe.me.rintah dae.rah akan ke.sulitan me.ndanai be.rbagai 

program yang te.lah dire.ncanakan. Ole.h kare.na itu, fungsi pajak dae.rah tidak hanya 

administratif, te.tapi juga me.nyangkut aspe.k sosial, e.konomi, dan lingkungan. 
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1. Fungsi Anggaran (Budge.te.r) 

Pajak me.rupakan sumbe.r pe.ndapatan utama bagi pe.me.rintah dae.rah. 

Anggaran dari pajak ini digunakan untuk me.ndanai be.rbagai program dan 

proye.k, se.pe.rti pe.mbangunan infrastruktur, ke.se.hatan, dan pe.ndidikan. De.ngan 

cukup pajak, masyarakat dapat me.nikmati sarana umum yang le.bih baik dan 

me.madai. 

2. Fungsi Pe.ngaturan (Re.gule.re.nd)  

Se.lain se.bagai sumbe.r pe.ndapatan, pajak dae.rah juga be.rpe.ran dalam 

me.ngatur pe.rilaku masyarakat. Contoh nyata dari fungsi ini adalah pe.ne.rapan 

pajak tinggi untuk ke.ndaraan be.rmotor guna me.ngurangi tingkat lalu lintas di 

kota be.sar. Biaya ini dapat me.ndorong orang untuk me.nggunakan transportasi 

publik daripada ke.ndaraan pribadi. 

3. Fungsi Distribusi  

Pajak juga be.rpe.ran dalam me.mbantu me.nciptakan distribusi pe.ndapatan 

yang le.bih me.rata dalam masyarakat. Nantinya dapat dialokasikan ke. dalam 

program bantuan sosial atau subsidi bagi masyarakat kurang be.runtung. Ole.h 

kare.na itu, fungsi distribusi ini diharapkan dapat me.ngurangi disparitas 

e.konomi dan me.nciptakan kondisi sosial yang le.bih adil. 

4. Fungsi Stabilitas  

Pajak dae.rah me.mbantu me.njaga stabilitas e.konomi di wilayah te.rte.ntu. 

Dalam kondisi e.konomi yang kurang ide.al, pe.me.rintah bisa me.mbe.rikan 
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inse.ntif pajak untuk me.ndorong ke.giatan e.konomi. Di sisi lain, ke.tika e.konomi 

tumbuh pe.sat, pe.me.rintah dapat me.ningkatkan pe.ne.rimaan pajak untuk 

me.nge.ndalikan inflasi. 

De.ngan me.ngoptimalkan be.rbagai fungsi pajak ini, pe.me.rintah dae.rah tidak 

hanya me.ndapatkan pe.ndapatan, te.tapi juga dapat me.nciptakan dampak positif 

yang luas pada masyarakat. 

C. Pendapatan Daerah 

Pe.ndapatan dae.rah be.rpe.ran se.bagai tiang utama dalam me.laksanakan be.rbagai 

ke.giatan pe.me.rintah dan pe.mbangunan di tingkat lokal. Pe.ndapatan ini tidak hanya 

dipe.role.h dari pajak dae.rah, te.tapi juga dari be.rbagai sumbe.r yang sah lainnya. 

De.ngan me.maksimalkan pe.ndapatan dari sumbe.r-sumbe.r lokal, pe.me.rintah dae.rah 

diharapkan dapat kurangi ke.te.rgantungan pada transfe.r dana dari pe.me.rintah pusat 

dan me.njadi le.bih mandiri dalam me.nge.lola sumbe.r daya yang ada. Dalam upaya 

me.ngoptimalkan pe.ndapatan, pe.me.rintah dae.rah me.ne.rapkan be.rbagai strate.gi. 

Salah satunya adalah de.ngan me.nge.ksplorasi pote.nsi pajak dae.rah yang sudah ada 

dan me.ningkatkan e.fisie.nsi dalam pe.ngumpulan pungutan. Se.lain itu, ke.te.rlibatan 

masyarakat dalam me.mbayar pajak sangat pe.nting untuk me.ncapai targe.t 

pe.ndapatan dae.rah. Masyarakat yang aktif dan paham akan ke.wajiban pajak akan 

me.mbe.rikan kontribusi positif dalam me.mpe.rkuat pe.ndapatan dae.rah, se.hingga 

pe.me.rintah dapat le.bih fle.ksibe.l pada pe.re.ncanaan dan pe.laksanaan program-

program pe.mbangunan yang be.rmanfaat bagi masyarakat. 

Je.nis – je.nis pe.ndapatan dae.rah te.rdiri dari ; 
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1. Pe.ndapatan Asli Dae.rah te.rdiri dari :  

a. Pe.ndapatan Pajak Dae.rah; 

b. Pe.ndapatan Re.tribusi Dae.rah;  

c. Lain-Lain PAD Yang Sah. 

Pe.ndapatan Asli Dae.rah (PAD) yang sah adalah pe.ndapatan dae.rah yang 

dikumpulkan be.rdasarkan pe.raturan dae.rah dan se.suai de.ngan hukum dan 

pe.raturan. PAD lainnya biasa di se.but de.ngan LLPAD adalah pe.ndapatan asli 

dae.rah se.lain pajak dae.rah, re.tribusi dae.rah, dan pe.nge.lolaan ke.kayaan dae.rah yang 

dipisahkan. LLPAD, di antaranya: hasil pe.njualan ke.kayaan dae.rah yang tidak 

dipisahkan, hasil pe.manfaatan ke.kayaan dae.rah yang tidak dipisahkan, jasa giro, 

pe.ndapatan bunga, tuntutan ganti rugi, ke.untungan se.lisih nilai tukar rupiah 

te.rhadap mata uang asing. 

a. Dana Pe.rimbangan me.liputi : 

• Dana Alokasi Umum; 

• Dana Alokasi Khusus;  

• Dana bagi Hasil. 

b. Pe.ndapatan Lain-lain yang Sah me.liputi : 

• Pe.ndapatan Hibah; 

• Pe.ndapatan Dana Darurat; 

• Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi ke.pada kabupate.n/kota; 

• Bantuan Ke.ungan dari Provinsi atau Pe.me.rintah Dae.rah lainnya. 
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D. Dasar Hukum Pajak Daerah 

Dasar hukum me.me.gang pe.ran krusial dalam prose.s pe.ngumpulan pajak dae.rah. 

Ke.bijakan pe.rpajakan harus me.miliki le.gitimasi yang kuat agar dapat dite.rima ole.h 

masyarakat dan dilaksanakan se.cara konsiste.n. Se.iring de.ngan pe.rke.mbangan 

ke.butuhan e.konomi dan dinamika sosial, pe.raturan me.nge.nai pajak dae.rah te.rus 

me.ngalami pe.nye.suaian. Be.be.rapa pe.raturan pe.nting yang me.njadi landasan 

hukum pajak dae.rah se.bagai be.rikut: 

1. UU No. 11 Tahun 1957 te.ntang Pe.raturan Umum Pajak Dae.rah; 

Undang-undang ini me.njadi dasar awal pe.ngaturan pajak dae.rah di 

Indone.sia. 

2. UU No. 18 Tahun 1997 te.ntang Pajak Dae.rah dan Re.tribusi Dae.rah; 

Undang-undang ini me.ngatur le.bih rinci me.nge.nai je.nis-je.nis pajak dae.rah 

dan re.tribusi dae.rah, se.rta me.kanisme. pe.mungutannya. 

3. UU No. 34 Tahun 2000; 

Undang-undang ini me.re.visi UU No. 18 Tahun 1997 agar se.laras de.ngan 

dinamika zaman dan tuntutan otonomi dae.rah. 

4. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menjadi landasan 

hukum baru dalam mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat 

dan daerah.  

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

A. Pengetian Pajak Kendaraan Bermotor  
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 Pajak Ke.ndaraan Be.rmotor adalah salah satu je.nis pajak provinsi yang 

me.rupakan bagian dari pajak re.gional. Pajak Ke.ndaraan Be.rmotor se.bagaimana 

yang dide.finisikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 1 Nomor 3, Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor. PKB me.rupakan pajak yang dike.nakan atas ke.pe.milikan 

ke.ndaraan be.rmotor baik roda dua, roda e.mpat, maupun je.nis lainnya yang be.re.dar 

di jalan. Pajak ini me.njadi salah satu sumbe.r pe.ne.rimaan bagi pe.me.rintah provinsi, 

se.suai de.ngan prinsip de.se.ntralisasi fiskal. Tujuan utama dari pe.mungutan PKB ini 

untuk me.ncapai pe.role.han pajak dae.rah, me.nge.ndalikan jumlah ke.ndaraan di jalan, 

dan me.mpe.rbaiki kualitas infrastruktur transportasi. 

A. Dasar Hukum Pajak Ke.ndaraan Be.rmotor 

 Dasar Hukum Pajak Ke.ndaraan Be.rmotor Diatur Dalam :  

1. Pe.raturan Me.ntri Dalam Ne.ge.ri Nomor 23 Tahun 2011 Te.ntang 

Pe.nghitungan Dasar Pe.nge.naan Pajak Ke.ndaraan Be.rmotor Dan Be.a 

Balik Nama Ke.ndaraan Be.rmotor. 

2. Undang-Undang Re.publik Indone.si Nomor 1 Tahun 2022 Te.ntang 

Hubungan Ke.uangan Antara Pe.me.rintah Pusat Dan Pe.me.rintah Dae.rah. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2024 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2024. 
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4. Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan 

Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

B. Obje.k Pajak Ke.ndaraan Be.rmotor 

Obje.k PKB me.liputi ke.pe.milikan atau pe.nguasaan ke.ndaraan be.rmotor, namun 

tidak me.ncakup alat be.rat atau ke.ndaraan be.rukuran be.sar yang tidak difungsikan 

untuk angkutan orang maupun barang di jalan umum. De.finisi ke.ndaraan be.rmotor 

me.ncakup se.luruh ke.ndaraan yang me.miliki roda, te.rmasuk gande.ngannya, yang 

diope.rasikan di be.rbagai je.nis jalan darat, se.rta ke.ndaraan be.rmotor yang 

be.rope.rasi di pe.rairan de.ngan kapasitas be.rat kotor antara GT 5 (lima Gross 

Tonnage.) sampai de.ngan GT 7 (tujuh Gross Tonnage.). 

   Dike.cualikan dari pe.nge.rtian Ke.ndaraan Be.rmotor adalah : 

a) Ke.re.ta api; 

b) Ke.ndaraan Be.rmotor yang se.mata-mata digunakan untuk ke.pe.rluan 

pe.rtahanan dan ke.amanan ne.gara, antara lain tank, panse.r, truck pe.ngangkut 

pasukan dan logistik; 

c) Ke.ndaraan be.rmotor yang dimiliki dan/atau dikuasai ke.dutaan, konsulat, 

pe.rwakilan ne.gara asing de.ngan asas timbal balik dan le.mbaga-le.mbaga 

inte.rnasional yang me.mpe.role.h fasilitas pe.mbe.basan pajak dari Pe.me.rintah; 

d) Ke.ndaraan be.rmotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir 

yang se.mata-mata untuk dipame.rkan dan dijual;\ 
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e) Ke.ndaraan be.rmotor yang dikuasai ne.gara se.bagai barang bukti,  yang dise.ge.l 

atau disita; 

f) Ke.ndaraan be.rmotor yang diope.rasikan  di air. 

C. Subje.k Pajak Ke.ndaraan Be.rmotor  

 Subje.k Pajak Ke.ndaraan Be.rmotor adalah orang pribadi, badan, maupun instansi 

pe.me.rintah yang me.miliki dan/atau me.nguasai ke.ndaraan be.rmotor. Instansi 

pe.me.rintah me.ncakup Pe.me.rintah Pusat, TNI/Polri, Pe.me.rintah Provinsi, se.rta 

Pe.me.rintah Kabupate.n/Kota. Se.tiap pihak yang me.njadi pe.milik atau pe.nge.ndali 

ke.ndaraan be.rmotor, baik digunakan untuk ke.pe.rluan pribadi, ope.rasional, maupun 

ke.pe.ntingan publik, me.miliki ke.wajiban untuk me.matuhi pe.raturan pe.rpajakan 

yang be.rlaku. De.ngan me.me.nuhi ke.wajiban ini, me.re.ka turut be.rkontribusi 

te.rhadap pe.ndapatan ne.gara dan me.ndukung siste.m administrasi yang te.ratur dalam 

pe.nge.lolaan anggaran pe.me.rintah. 

D. Dasar Pe.nge.naan Pajak Ke.ndaraan Be.rmotor  

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 dilakukan dengan perkalian dari 2 

(dua) unsur pokok utama yang saling me.mpe.ngaruhi, yaitu : 

1. Nilai Jual Ke.ndaran Be.rmotor (NJKB) ; 

2. Bobot ke.ndaraan yang me.nce.rminkan se.cara re.latif tingkat ke.rusakan jalan 

dan/atau pe.nce.maaran lingkungan akibat pe.nggunaan ke.ndaraan be.rmotor. 

Pe.ne.ntuan Je.nis Dasar Ke.ndaraan me.mpe.rhatikan salah satu atau le.bih :  
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a) Ukuran Ke.ndaraan;  

b) Isi Cilinde.r;  

c) Kapasitas Pe.numpang; 

d) Jumlah Be.rat Bruto/JBB (Massa Total). 

 Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB 

Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang 

mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya yang dite.tapkan 

be.rdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2024. Harga Pasar Umum (HPU) adalah harga rata-rata yang didapatkan dari 

be.rbagai sumbe.r data yang akurat. Nilai Jual Ke.ndaraan Be.rmotor (NJKB) 

dite.ntukan be.rdasarkan Harga Pasar Umum (HPU) yang be.rlaku pada minggu 

pe.rtama bulan De.se.mbe.r tahun pajak se.be.lumnya. Namun, jika Harga Pasar Umum 

(HPU) untuk ke.ndaraan be.rmotor tidak dike.tahui, Nilai Jual Ke.ndaraan Be.rmotor 

(NJKB) dapat dite.ntukan de.ngan me.mpe.rtimbangkan be.be.rapa atau se.mua faktor 

be.rikut : 

a) Harga ke.ndaraan be.rmotor de.ngan isi silinde.r dan/atau satuan te.naga yang 

sama; 

b) Harga ke.ndaraan untuk umum atau pribadi;  

c) Harga ke.ndaraan be.rmotor de.ngan me.re.k ke.ndaraan be.rmotor yang sama;  

d) Harga ke.ndaraan be.rmotor de.ngan tahun pe.mbuatan ke.ndaraan be.rmotor 

yang sama;  

e) Harga ke.ndaraan be.rmotor de.ngan pe.mbuat ke.ndaraan be.rmotor; 

f) Harga ke.ndaraan be.rmotor de.ngan ke.ndaraan be.rmotor se.je.nis;  
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g) Harga ke.ndaraan be.rmotor be.rdasarkan dokume.n pe.mbe.ritahuan import 

barang. 

Be.rat yang digunakan untuk me.nghitung dasar pe.ne.rapan Pajak Ke.ndaraan 

Be.rmotor (PKB) me.nce.rminkan tingkat ke.rusakan jalan dan/atau polusi lingkungan 

akibat pe.nggunaan ke.ndaraan be.rmotor. Bobot ini dinyatakan dalam be.ntuk 

koe.fisie.n de.ngan ke.te.ntuan be.rikut : 

a) Koe.fisie.n sama de.ngan 1 (satu) me.nunjukkan bahwa ke.rusakan jalan 

dan/atau pe.nce.maran lingkungan yang diakibatkan ole.h ke.ndaraan 

be.rmotor te.rse.but masih dianggap dalam batas tole.ransi. 

b) Koe.fisie.n le.bih be.sar dari 1 (satu) me.nunjukkan bahwa ke.rusakan jalan 

dan/atau pe.nce.maran lingkungan yang dise.babkan ole.h ke.ndaraan be.rmotor 

te.rse.but dianggap te.lah me.le.wati batas tole.ransi. 

Pe.ne.ntuan bobot dalam be.ntuk koe.fisie.n dihitung be.rdasarkan be.be.rapa faktor, 

te.rmasuk : 

a) Te.kanan gandar, yang dibe.dakan be.rdasarkan jumlah sumbu/as, roda, dan 

be.rat ke.ndaraan be.rmotor; 

b) Je.nis bahan bakar ke.ndaraan be.rmotor, yang dike.lompokkan me.nurut je.nis 

bahan bakar, se.pe.rti be.nsin, die.se.l, atau je.nis bahan bakar lainnya, ke.cuali 

bahan bakar be.rbasis e.ne.rgi te.rbarukan; 

c) Je.nis, pe.nggunaan, tahun pe.mbuatan, dan ciri-ciri me.sin ke.ndaraan 

be.rmotor, yang dibe.dakan be.rdasarkan isi silinde.r. 
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Me.nurut Pe.raturan Me.nte.ri Dalam Ne.ge.ri Nomor 8 Tahun 2024, be.rat 

be.rdasarkan te.kanan gandar dite.ntukan se.bagai be.rikut : 

 
1. Mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda 

dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang 

nilai koefisien sama dengan 1 (satu); 

 
2. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima); 

 
3. Jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima 

puluh); 

 
4. Blind van, pick up, pick up box dan microbus nilai koefisien sama dengan 

1,085 (satu koma nol delapan puluh lima); 

 
5. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); 

 
6. Light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); 

dan 

 
7. Truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat). 

Pe.ne.ntuan be.rat ini be.rtujuan untuk me.nce.rminkan dampak re.latif ke.ndaraan 

te.rhadap infrastruktur jalan dan lingkungan, se.hingga pe.nge.naan pajak bisa 

dilakukan de.ngan le.bih adil dan proporsional. 

E.  Tarif Pajak Ke.ndaraan Be.rmotor  

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor termasuk 

ke.te.ntuan te.ntang bagaimana tarif te.rse.but harus dite.tapkan oleh pe.me.rintah 

dae.rah.  
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1,05%  

Untuk kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor 

pertama. 

0,5%  

untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, 

ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial 

dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah; 

Tarif progre.sif dike.nakan pada ke.ndaraan be.rmotor be.rdasarkan jumlah 

ke.ndaraan yang dimiliki ole.h Wajib Pajak, de.ngan rincian se.bagai be.rikut: 

1,04% Ke.pe.milikan ke.dua; 

1,75% Ke.pe.milikan ke.tiga; 

2,10%  Ke.pe.milikan ke.e.mpat; 

2,45%  Ke.pe.milikan ke.lima dan se.te.rusnya. 

 

Ke.te.ntuan tarif progre.sif be.rlaku untuk ke.pe.milikan ke.ndaraan be.rmotor 

pribadi (TNKB hitam/putih). Tarif ini dibe.rlakukan pada je.nis ke.ndaraan te.rte.ntu, 

yaitu:  

a) Kepemilikan dan/atau penguasaan kedua dan seterusnya Kendaraan 

Bermotor orang pribadi roda 2 (dua) dengan kapasitas mesin 200 (dua ratus) 

cc ke atas, roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat). 

b) ke.ndaraan be.rmotor roda e.mpat yang me.liputi ke.ndaraan pe.numpang 

pribadi je.nis se.dan, je.e.p, minibus, dan mikrobus.  

 Ke.pe.milikan ke.ndaraan ini didasarkan pada nama dan alamat pe.milik yang 

sama. Urutan ke.pe.milikan juga diatur be.rdasarkan tanggal pe.nye.rahan. Se.lain itu, 
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urutan ke.pe.milikan untuk ke.ndaraan roda dua dan roda e.mpat dilakukan se.cara 

te.rpisah. 

2.1.5 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ) 

A. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  

Be.a Balik Nama Ke.ndaraan Be.rmotor (BBNKB) adalah pajak yang dike.nakan 

atas pe.nye.rahan hak milik ke.ndaraan be.rmotor. Me.nurut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 1 Nomor 4, Be.a Balik Nama 

Ke.ndaraan Be.rmotor yang se.lanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas 

penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau 

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, 

warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Se.lanjutnya untuk hal Be.a Balik 

Nama Ke.ndaraan Be.rmotor II Dalam Provinsi yang se.lanjutnya dise.but BBNKB II 

Dalam Provinsi adalah pajak atas pe.nye.rahan hak milik ke.ndaraan be.rmotor dari 

dalam Provinsi Jawa Te.ngah. Prose.s balik nama dalam hal ini me.ngacu pada 

pe.ngalihan status ke.pe.milikan ke.ndaraan be.rmotor dari pe.njual yang se.be.lumnya 

adalah pe.milik ke.pada pe.mbe.li yang kini me.njadi pe.milik baru ke.ndaraan te.rse.but  

Prose.s pe.rubahan nama dilakukan di kantor Siste.m Administrasi Satu Pintu 

Te.rpadu (SAMSAT) se.te.mpat, di mana pe.ndaftaran awal Surat Tanda Nomor 

Ke.ndaraan (STNK) dilakukan. Se.te.lah prose.s pe.rgantian nama se.le.sai, nama 

pe.milik baru ke.ndaraan, be.se.rta alamat pe.mbe.li, akan te.rcantum di buku BPKB dan 

STNK, se.me.ntara nama pe.milik lama tidak akan te.rcantum lagi de.ngan maksud 

lain dihapuskan dari dokume.n te.rse.but. Se.te.lah prose.s pe.rubahan nama se.le.sai, 
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para wajib pajak akan me.ne.rima STNK baru dan Surat Tanda Nomor Ke.ndaraan 

Be.rmotor (TNKB) yang baru, yang be.rlaku se.lama 5 tahun ke. de.pan. Namun, pe.rlu 

diingat bahwa nomor re.gistrasi ke.ndaraan tidak akan be.rubah ke.cuali pe.milik 

pindah ke. luar provinsi.. 

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak hanya berfungsi 

sebagai instrumen pencatatan perubahan kepemilikan kendaraan, tetapi juga 

merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

memberikan kontribusi. yang se.cara langsung me.ndukung program pe.mbangunan 

dae.rah. Se.bab pe.re.ncanaan pe.mbangunan dae.rah adalah suatu ke.giatan untuk 

dilakasanakan dimasa de.pan dalam hal ini be.rawal dari tahapan-tahapan prose.s 

pe.nyusunan program dan aktivitas yang me.libatkan be.rbagai e.le.me.n didalamnya, 

de.mi pe.manfaatan dan pe.ngalokasian sumbe.r-daya-sumbe.r daya yang ada de.ngan 

tujuannya untuk me.nigkatkan ke.se.jahte.raan masyarakat pada umumnya dalam 

suatu lingkungan atau wilayah yang dire.ncanakan dalam jangka waktu te.rte.ntu 

(Soares dkk., 2015).  

B. Dasar Hukum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Pe.mungutan Be.a Balik Nama Ke.ndaraan Be.rmotor didasarkan pada be.be.rapa 

pe.raturan hukum, te.rmasuk : 

1. Pe.raturan Me.nteri Dalam Ne.ge.ri Nomor 23 Tahun 2011 Te.ntang 

Pe.nghitungan Dasar Pe.nge.naan Pajak Ke.ndaraan Be.rmotor Dan Be.a 

Balik Nama Ke.ndaraan Be.rmotor. 
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2. Undang-Undang Re.publik Indone.si Nomor 1 Tahun 2022 Te.ntang 

Hubungan Ke.uangan Antara Pe.me.rintah Pusat Dan Pe.me.rintah Dae.rah. 

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang 

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, 

Pembebasan Progresif Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Pokok 

Pajak Kendaraan Bermotor Tunggakan Tahun Kelima Dan Pembebasan 

Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat 

Provinsi Jawa Tengah. 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2024 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2024. 

5. Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan 

Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

C. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Dalam hal ke.pe.milikan ke.ndaraan be.rmotor te.lah me.njadi aspe.k pe.nting dalam 

ke.hidupan masyarakat. Ke.ndaraan tidak hanya be.rfungsi se.bagai alat transportasi, 

te.tapi juga me.nce.rminkan status sosial dan mobilitas untuk me.mpe.rmudah be.rbagai 

aktivitas dalam ke.hidupan se.hari-hari. Namun, ke.tika ke.pe.milikan ke.ndaraan 

be.rubah, se.ringkali muncul tantangan te.rkait administrasi dan biaya yang harus 

ditanggung ole.h pe.milik baru. Me.ngingat hal ini, pe.me.rintah Jawa Te.ngah 

be.rupaya me.mbe.rikan ke.mudahan me.lalui pe.mbe.basan Be.a Balik Nama 

Ke.ndaraan Be.rmotor (BBNKB II).  
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Ke.bijakan ini, yang te.rtuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 

Tahun 2023 me.ncakup pe.mbe.basan biaya yang te.rkait de.ngan prose.s balik nama 

ke.ndaraan be.rmotor yang te.rbagi me.njadi dua kate.gori, yaitu BBNKB II dalam 

Provinsi dan BBNKB II luar Provinsi. Se.lain itu, wajib pajak yang me.lakukan 

pe.mbayaran BBNKB II tidak akan dike.nakan biaya balik nama maupun de.nda balik 

nama, se.hingga me.mbe.rikan ke.mudahan bagi para pe.milik ke.ndaraan dalam prose.s 

administrasi ke.pe.milikan. 

D. Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Dalam me.nganalisis ke.pe.milikan ke.ndaraan be.rmotor, pe.ran subje.k dalam 

prose.s Be.a Balik Nama Ke.ndaraan Be.rmotor (BBNKB) me.njadi sangat pe.nting. 

Ini kare.na subje.k yang te.rlibat tidak hanya te.rdiri dari individu, te.tapi juga me.liputi 

be.rbagai e.ntitas hukum dan le.mbaga pe.me.rintah yang me.miliki ke.ndaraan. De.ngan 

aturan yang je.las, se.suai de.ngan Pe.raturan Gube.rnur Jawa Te.ngah Nomor 10 Tahun 

2024, subje.k pe.mbe.basan BBNKB te.rmasuk pe.mbe.basan be.a balik nama te.rhadap 

Ke.ndaraan Be.rmotor milik orang pribadi, Badan Hukum, instansi pe.me.rintah dari 

dalam dan luar Dae.rah yang akan didaftarkan di Dae.rah. Se.lain itu, pe.mbe.basan ini 

diharapkan dapat me.ndorong pe.ningkatan jumlah pe.ndaftaran ke.ndaraan dan 

me.mudahkan transaksi jual be.li, yang pada akhirnya dapat me.mbe.rikan kontribusi 

te.rhadap pe.ndapatan dae.rah dan pe.nge.mbangan infrastruktur transportasi di 

wilayah Jawa Te.ngah, khususnya di kabupate.n Ke.bume.n. 
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E. Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Pe.raturan Me.nte.ri Dalam Ne.ge.ri Re.publik Indone.sia Nomor 65 Tahun 2023 

me.ne.tapkan bahwa dasar pe.nge.naan BBNKB adalah NJKB yang dite.tapkan 

be.rdasarkan HPU atas Ke.ndaraan Be.rmotor pada minggu pe.rtama bulan De.se.mbe.r 

Tahun 2022. NJKB dite.tapkan de.ngan ke.te.ntuan se.bagai be.rikut :  

1. Dalam hal dipe.role.h harga kosong, NJKB dite.tapkan se.be.lum dike.nakan 

pajak pe.rtambahan nilai; dan  

2. Dalam hal dipe.role.h harga isi, NJKB dite.tapkan se.be.lum dike.nakan pajak 

pe.rtambahan nilai, PKB, dan BBNKB. 

NJKB ubah be.ntuk se.bagai dasar pe.nge.naan BBNKB dite.tapkan be.rdasarkan hasil 

pe.njumlahan NJKB dan nilai jual ubah be.ntuk. 

F. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

 Adapun me.nge.nai tarif Be.a Balik Nama Ke.ndaraan Be.rmotor, hal ini diatur 

se.cara je.las dalam Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Peraturan ini 

dibuat se.bagai pe.doman re.smi dalam me.ne.tapkan tarif dan prose.dur be.a balik nama 

ke.ndaraan be.rmotor se.bagai be.rikut : 

1. 10% untuk penyerahan pertama kendaraan bermotor oleh orang pribadi, 

badan, angkutan umum, dan instansi pemerintah. 

2. 10% untuk kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin. 
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3. 10% untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk, yang 

dihitung dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) terbaru pada saat 

dilakukan perubahan bentuk. 

4. 10% untuk penyerahan kendaraan bermotor eks CC/CD, eks badan-badan 

internasional di bawah PBB, dan eks kontraktor asing yang tidak dire-

ekspor kepada badan penyalur. 

5. 10% untuk penyerahan kendaraan bermotor hasil lelang dump TNI/POLRI. 

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD didefinisikan sebagai pendapatan 

daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

De.finisi ini me.mbe.rikan landasan hukum yang je.las me.nge.nai sumbe.r pe.ndapatan 

yang dimiliki ole.h pe.me.rintah dae.rah. Dalam pe.ne.litian yang dilakukan ole.h  

Santosa & Rahayu (2005) dije.laskan bahwa Pe.ndapatan Asli Dae.rah me.rupakan 

hak pe.me.rintah dae.rah yang diakui se.bagai pe.nambahan nilai ke.kayaan yang 

be.rsih. Hal ini me.nunjukkan bahwa Pe.ndapatan Asli Dae.rah (PAD) bukan hanya 

se.kadar angka dalam laporan ke.uangan, me.lainkan ce.rminan dari ke.mandirian dan 

pote.nsi dae.rah untuk me.nge.lola sumbe.r daya yang te.lah te.rse.dia. 

Me.lalui siste.m de.se.ntralisasi, pe.me.rintah dae.rah dibe.rikan ke.we.nangan 

untuk me.re.ncanakan, me.nggali sumbe.r daya, me.nge.lola, dan me.nggunakan 

ke.uangan dae.rah se.cara mandiri se.suai de.ngan ke.butuhan dan pote.nsi dae.rah, 

de.ngan tujuan utama me.ningkatkan Pe.ndapatan Asli Dae.rah (PAD) (Mamuka & 
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Elim, 2014). Me.ningkatkan Pe.ndapatan Asli Dae.rah (PAD) tidaklah mudah untuk 

dilakukan, se.tiap wilayah me.miliki karakte.ristik dan pote.nsi yang be.rbe.da, 

se.hingga strate.gi untuk me.nge.lola dan me.ngambil Pe.ndapatan Asli Dae.rah (PAD) 

harus dise.suaikan de.ngan kondisi lokal. Dalam konte.ks ini, ke.be.rhasilan 

Pe.ndapatan Asli Dae.rah (PAD) sangat be.rgantung pada transparansi, akuntabilitas, 

dan partisipasi masyarakat. De.ngan me.libatkan masyarakat dalam prose.s 

pe.nge.lolaan, pe.me.rintah dae.rah tidak hanya me.nciptakan rasa me.miliki, te.tapi juga 

me.ningkatkan ke.patuhan masyarakat dalam me.me.nuhi ke.wajiban pajak dan 

re.tribusi. 

Pe.ndapatan Asli Dae.rah (PAD) bukan hanya be.rfungsi se.bagai alat untuk 

me.mbiayai program pe.mbangunan, te.tapi juga se.bagai instrume.n untuk 

me.mpe.rkuat hubungan antara pe.me.rintah dae.rah dan masyarakat. Untuk itu, 

pe.me.rintah dae.rah pe.rlu te.rus be.rinovasi dan be.rupaya me.ningkatkan Pe.ndapatan 

Asli Dae.rah (PAD) de.ngan me.manfaatkan be.rbagai sumbe.r yang ada. Se.lain itu, 

pe.nting untuk me.ningkatkan ke.sadaran masyarakat te.ntang kontribusi me.re.ka 

dalam pe.mbangunan dae.rah, agar me.re.ka le.bih aktif dalam me.me.nuhi ke.wajiban 

pajak dan re.tribusi, yang pada gilirannya akan me.ndukung ke.majuan dae.rah se.cara 

be.rke.lanjutan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Pe.ne.litian se.be.lumnya me.miliki pe.ran pe.nting dalam me.mbe.rikan dasar bagi 

pe.ne.liti untuk me.mpe.rkaya wawasan me.re.ka dan me.mpe.rkuat argume.n dalam studi 

ini. Se.lain itu, tinjauan te.rhadap studi se.be.lumnya me.mbantu pe.ne.liti me.mahami 

be.rbagai pe.nde.katan yang te.lah digunakan dalam me.nganalisis topik te.rkait, se.rta 
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me.nje.lajahi inspirasi dan ide.-ide. baru yang re.le.van de.ngan konte.ks pe.ne.litian saat 

ini.  

Be.rdasarkan pe.ne.litian se.be.lumnya, te.rdapat be.be.rapa studi yang re.le.van 

de.ngan topik ini, te.rutama dalam pe.ngaruh pe.ne.rimaan PKB dan BBNKB te.rhadap 

PAD. Be.rikut adalah tabe.l pe.ne.litian se.be.lumnya yang me.ndukung pe.ne.litian ini : 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Pe.ne.liti 

Judul 

Pe.ne.litian 

Variabe.l 

Pe.ne.litian 

Hasil Pe.ne.litian 

1 

Yuni 

Anggraini 

Manangun, 

Ivonne. S. 

Sae.rang, Joy 

E.lly Tulung 

( 2023 ) 

Analisis 

Pe.ndapatan 

Asli Dae.rah 

Me.lalui 

Pe.mungutan 

Pajak 

Ke.ndaraan 

Be.rmotor 

(PKB) Dan 

Be.a Balik 

Nama 

Ke.ndaraan 

Be.rmotor 

(BBNKB) 

Variabe.l 

inde.pe.nde.n : 

- Pajak 

Ke.ndaraan 

Be.rmotor 

(PKB) (X1) 

- Be.a Balik Nama 

Ke.ndaraan 

Be.rmotor 

(BBNKB) (X2) 

Variabe.l 

de.pe.nde.n: 

Rata-Rata E.fe.ktivitas 

PKB Se.be.sar 95,78% 

Dan BBNKB Se.be.sar 

97,83%. E.fe.ktivitas 

Pe.mungutan 

Me.nunjukkan Fluktuasi, 

Te.tapi Se.cara Umum 

Me.mbe.rikan Dampak 

Positif Te.rhadap PAD 
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No Pe.ne.liti 

Judul 

Pe.ne.litian 

Variabe.l 

Pe.ne.litian 

Hasil Pe.ne.litian 

(Studi Kasus 

Unit 

Pe.laksana 

Te.knis 

Dae.rah PPD 

Kotamobagu 

- Pe.ndapatan Asli 

Dae.rah (PAD) 

(Y) 

2 

Zahra Putri 

Khoe.runnisa 

Rahmat, 

Diamonalisa 

Sofianty 

( 2022 ) 

Pe.ngaruh 

Pajak 

Ke.ndaraan 

Be.rmotor 

(PKB) Dan 

Be.a Balik 

Nama 

Ke.ndaraan 

Be.rmotor 

(BBNKB) 

Te.rhadap 

Pe.ndapatan 

Asli Dae.rah 

(Pe.riode. 

2018-2020) 

Variabe.l 

Inde.pe.nde.n : 

X1 Pajak 

Ke.ndaraan 

Be.rmotor 

(PKB) 

X2 Be.a Balik 

Nama 

Ke.ndaraan 

Be.rmotor 

(BBNKB) 

 

Variabe.l 

De.pe.nde.n : 

PKB Dan BBNKB 

Be.rpe.ngaruh Signifikan 

Dan Positif Te.rhadap 

PAD Kota Bandung. 

Koe.fisie.n De.te.rminasi 

Me.nunjukkan Bahwa 

99.7% Dari PAD 

Dipe.ngaruhi Ole.h Ke.dua 

Variabe.l Ini, De.ngan 

PKB Be.rkontribusi 

Se.be.sar 81.65% Dan 

BBNKB Se.be.sar 18.08% 
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No Pe.ne.liti 

Judul 

Pe.ne.litian 

Variabe.l 

Pe.ne.litian 

Hasil Pe.ne.litian 

Y Pe.ndapatan 

Asli Dae.rah 

(PAD) 

3 

Rita Putri 

Wulandari, 

Rita Dwi 

Putri, Lili 

Wahyuni 

( 2022 ) 

Pe.ngaruh 

Pe.ne.rimaan 

Pajak 

Ke.ndaraan 

Be.rmotor 

(PKB) Dan 

Be.a Balik 

Nama 

Ke.ndaraan 

Brmotor 

(BBNKB) 

Te.rhadap 

Pe.ndapatan 

Asli Dae.rah 

(PAD) 

Provinsi 

Sumate.ra 

Barat 

Variabe.l 

Inde.pe.nde.n : 

X1 Pajak 

Ke.ndaraan 

Be.rmotor 

(PKB) 

X2 Be.a Balik 

Nama 

Ke.ndaraan 

Be.rmotor 

(BBNKB) 

 

Variabe.l 

De.pe.nde.n : 

Y Pe.ndapatan 

Asli 

Dae.rah 

(PAD) 

Pajak Ke.ndaraan 

Be.rmotor be.rpe.ngaruh 

te.rhadap Pe.ndapatan Asli 

Dae.rah. Hal ini 

dibuktikan de.ngan nilai t 

hitung 10,066 > t tabe.l 

1,895 se.dangkan untuk 

signifikansi 0,000 < 0,05. 

Be.a Balik Nama 

Ke.ndaraan Be.rmotor 

tidak be.rpe.ngaruh 

te.rhadap Pe.ndapatan Asli 

Dae.rah. Hal ini 

dibuktikan de.ngan nilai t 

hitung 1,329 < t tabe.l 

1,895, untuk signifikansi 

0,220 > 0,05. 



43 
 

 
 

No Pe.ne.liti 

Judul 

Pe.ne.litian 

Variabe.l 

Pe.ne.litian 

Hasil Pe.ne.litian 

 

 

 

 

Pajak Ke.ndaraan 

Be.rmotor dan Be.a Balik 

Nama Ke.ndaraan 

Be.rmotor se.cara simultan 

be.rpe.ngaruh te.rhadap 

Pe.ndapatan Asli Dae.rah. 

Hal ini dibuktikan de.ngan 

nilai F hitung 50,745 > F 

tabe.l 4,737 de.ngan 

signifikansi 0,000 < 0,05 

4 

Nimas 

Galuh 

Savitri, Ary 

Yunita 

Anggrae.ni 

( 2021 ) 

Analisis 

Pe.ngaruh 

Pajak 

Ke.ndaraan 

Be.rmotor 

Dan Be.a 

Balik Nama 

Ke.ndaraan 

Be.rmotor 

Te.rhadap 

Pe.ndapatan 

Variabe.l 

Inde.pe.nde.n : 

X1 Pajak 

Ke.ndaraan 

Be.rmotor 

(PKB) 

X2 Be.a Balik 

Nama 

Ke.ndaraan 

Be.rmotor 

(BBNKB) 

PKB Be.rpe.ngaruh 

Signifikan Te.rhadap PAD 

De.ngan Nilai Sig T 0,001 

< 0,05. Hal Ini 

Me.rupakan 

Me.ningkatnya 

Pe.ne.rimaan PKB 

Me.nye.babkan Ke.naikan 

Pada PAD. 
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No Pe.ne.liti 

Judul 

Pe.ne.litian 

Variabe.l 

Pe.ne.litian 

Hasil Pe.ne.litian 

Asli Dae.rah 

Di Provinsi 

Jawa Timur 

Tahun 2013 - 

2019 

 

Variabe.l 

De.pe.nde.n : 

Y  Pe.ndapatan 

Asli  

Dae.rah 

(PAD) 

BBNKB Tidak 

Be.rpe.ngaruh Signifikan 

Te.rhadap  PAD De.ngan 

Nilai Sig T Sbe.sar 0,635 

> 0,05. Hal Ini Te.rjadi 

Kare.na Banyak 

Masyarakat Jawa Timur 

Yang Le.bih Me.milih 

Ke.ndaraan Baru. 

 

PKB Dan BBNKB 

Se.cara Simultan 

Be.rpe.ngaruh  Signifikan 

Te.rhadap PAD De.ngan 

Nilai Sig T 0,002 < 0,05. 

5 

Raynaldo 

Fre.e. Altrio 

,Bani Saad 

( 2023 ) 

Analisis Laju 

Pe.rtumbuhan 

Kontribusi 

PKB, 

PBBKB Dan 

BBNKB 

Variabe.l 

Inde.pe.nde.n : 

X1 Pajak 

Ke.ndaraan 

Be.rmotor 

(PKB) 

Di Provinsi DKI Jakarta 

De.ngan Krite.ria Laju 

Pe.rtumbuhan Yang Tidak 

Be.rhasil. 

Kontribusi PKB Di 

Provinsi Jawa Barat Rata-
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No Pe.ne.liti 

Judul 

Pe.ne.litian 

Variabe.l 

Pe.ne.litian 

Hasil Pe.ne.litian 

Te.rhadap 

Pe.ndapatan 

Asli Dae.rah 

(Studi Kasus 

Te.rhadap 

Pada Jawa 

Barat Dan 

Dki Jakarta 

Pe.riode. 

Tahun 2015-

2019) 

X2 Be.a Balik 

Nama 

Ke.ndaraan 

Be.rmotor 

(BBNKB) 

 

Variabe.l 

De.pe.nde.n : 

Y Pe.ndapatan 

Asli 

Dae.rah 

(PAD) 

Rata 36,54% Se.tiap 

Tahunnya Te.rhadap 

Pe.ndapatan Asli Dae.rah 

(PAD) De.ngan Krite.ria 

Cukup Baik. 

6 

Gisti Riza 

Adistie., Jovi 

Iristian  

( 2020 ) 

Analisis 

Tre.nd Atas 

Kontribusi 

Pe.mbayaran 

Pajak 

Ke.ndaraan 

Be.rmotor 

Te.rhadap 

Pe.ndapatan 

Variabe.l 

Inde.pe.nde.n : 

X1 Pajak 

Ke.ndaraan 

Be.rmotor 

(PKB) 

X2 Be.a Balik 

Nama 

Ke.ndaraan 

Kontibusi Pajak 

Ke.ndaraan Be.rmotor 

Be.rmotor Te.rhadap 

Pe.ndapatan Asli Dae.rah 

Me.ngalami Pe.rtumbuhan 

Yang Ce.nde.rung Positif, 

Pada Akhir Tahun 2016 

Cukup Be.sar Yaitu 

56,43%. 
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No Pe.ne.liti 

Judul 

Pe.ne.litian 

Variabe.l 

Pe.ne.litian 

Hasil Pe.ne.litian 

Asli Dae.rah 

Pada Upt 

Dinas 

Pe.ndapatan 

Provinsi 

Jawa Timur 

Di 

Kabupate.n 

Sidoarjo 

Pe.riode. 

Tahun 2012 

– 2016 

Be.rmotor 

(BBNKB) 

 

Variabe.l 

De.pe.nde.n : 

Y Pe.ndapatan 

Asli 

Dae.rah 

(PAD) 

 

 

 

 

 

 

Rata-Rata Kontribusi 

Pajak Ke.ndaraan 

Be.rmotor Pada UPT 

Dinas Pe.ndapatan 

Provinsi Jawa Timur 

Sidoarjo Se.lama Tahun 

2012 Sampai De.ngan 

Tahun 2016 Se.be.sar  

51,42%. 

Sumbe.r : data diolah, 2025 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Me.nge.ksplorasi hubungan yang saling te.rkait antara be.rbagai variabe.l dalam 

pe.ne.litian, pe.nyusunan ke.rangka konse.ptual me.njadi langkah yang sangat pe.nting. 

(Nadia, 2023) Kerangka konseptual berfungsi untuk merumuskan hubungan 

antarvariabel dan menggambarkan keterkaitannya secara sistematis dalam ruang 
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lingkup penelitian. Penelitian antar variabel dan mengidentifikasi faktor-faktor 

yang berpengaruh dalam konteks penelitian dengan jelas dan terstruktur. 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 

                                                                       H1 (+) 

 

                                                                  H2 (+)  

                                                                                                      H3 (+) 

 

Ke.rangka pe.mikiran di atas me.nunjukkan hubungan antara variabe.l 

inde.pe.nde.n, yaitu pe.ne.rimaan Pajak Ke.ndaraan Be.rmotor (PKB) dan pe.ne.rimaan 

Be.a Balik Nama Ke.ndaraan Be.rmotor (BBNKB), de.ngan variabe.l de.pe.nde.n, 

yaitu Pe.ndapatan Asli Dae.rah (PAD). 

Pe.ne.litian ini me.ngasumsikan bahwa se.tiap pe.rubahan dalam pe.ne.rimaan 

PKB dan BBNKB, baik se.cara individu maupun simultaan, akan be.rdampak bagi 

ke.naikan atau pe.nurunan PAD. Pe.ne.rimaan PKB me.nce.rminkan kontribusi dari 

ke.pe.milikan ke.ndaraan be.rmotor yang ada di masyarakat, se.me.ntara pe.ne.rimaan 

BBNKB me.nce.rminkan dinamika pe.rubahan ke.pe.milikan ke.ndaraan be.rmotor 

yang te.rjadi dalam wilayah administrasi dae.rah. 

Ole.h kare.na itu, dalam konte.ks de.se.ntralisasi fiskal, optimalisasi 

pe.ne.rimaan dari ke.dua je.nis pajak ini diharapkan mampu me.ningkatkan 

ke.mampuan dae.rah dalam me.mbiayai pe.mbangunan se.cara mandiri, me.ngurangi 

Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) 

(X1) 

Penerimaan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

(X2)  

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

(Y) 
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ke.te.rgantungan pada pe.me.rintah pusat, se.rta me.mpe.rkuat struktur ke.uangan 

dae.rah. Be.rdasarkan pe.ne.litian se.be.lumnya, Manangin Yuni Anggraini dkk. 

(2023) dan Wulandari dkk. (2022), te.rungkap bahwa pe.ne.rimaan Pajak Ke.ndaraan 

Be.rmotor (PKB) dan Be.a Balik Nama Ke.ndaraan Be.rmotor (BBNKB) me.miliki 

pe.ran pe.nting bagi pe.ningkatan Pe.ndapatan Asli Dae.rah (PAD). De.ngan me.rujuk 

pada te.muan te.rse.but, pe.ne.litian ini me.rumuskan hipote.sis se.bagai be.rikut: 

• H1: Pe.ne.rimaan Pajak Ke.ndaraan Be.rmotor (PKB) be.rpe.ngaruh signifikan 

te.rhadap Pe.ndapatan Asli Dae.rah (PAD). 

• H2: Pe.ne.rimaan Be.a Balik Nama Ke.ndaraan Be.rmotor (BBNKB) 

be.rpe.ngaruh signifikan te.rhadap Pe.ndapatan Asli Dae.rah (PAD). 

• H3: Pe.ne.rimaan Pajak Ke.ndaraan Be.rmotor (PKB) dan Be.a Balik Nama 

Ke.ndaraan Be.rmotor (BBNKB) se.cara simultan be.rpe.ngaruh signifikan dan 

positif te.rhadap Pe.ndapatan Asli Dae.rah (PAD). 

De.ngan dirumuskannya hipote.sis diatas, tujuan dari pe.ne.litian be.rguna  baik 

me.nguji dan me.nganalisis se.jauh mana kontribusi pe.ne.rimaan PKB dan BBNKB 

te.rhadap pe.ningkatan PAD di Kabupate.n Ke.bume.n pada tahun 2019–2023. 

2.4 Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pe.ne.rimaan PKB me.rupakan be.ntuk kontribusi masyarakat dalam 

me.me.nuhi ke.wajiban pe.rpajakan atas ke.pe.milikan ke.ndaraan be.rmotor. 

Be.rdasarkan Te.ori Ke.wajiban Pajak Mutlak (Te.ori Bakti), pe.mbayaran pajak 
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dipandang se.bagai ke.wajiban mutlak warga ne.gara dalam me.ndukung pe.mbiayaan 

pe.mbangunan nasional maupun dae.rah. Se.bagai pungutan tahunan bagi pe.milik 

ke.ndaraan, Pajak Ke.ndaraan Be.rmotor me.njadi pilar utama PAD. De.ngan 

de.mikian, kine.rja pe.ne.rimaan PKB dapat me.njadi indikator e.fe.ktivitas dae.rah 

dalam me.nge.lola pote.nsi pe.ne.rimaan pajaknya. 

Be.be.rapa pe.ne.litian te.rdahulu, se.pe.rti ole.h Wulandari dkk. (2022) dan 

Savitri & Anggraeni (2021), me.nunjukkan bahwa pe.ne.rimaan PKB be.rpe.ngaruh 

positif dan signifikan te.rhadap Pe.ndapatan Asli Dae.rah.  

H1: Pe.ne.rimaan Pajak Ke.ndaraan Be.rmotor (PKB) be.rpe.ngaruh signifikan dan 

positif te.rhadap Pe.ndapatan Asli Dae.rah (PAD). 

2.4.2 Pengaruh Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pe.ne.rimaan BBNKB me.nce.rminkan ke.sadaran masyarakat dalam 

me.laksanakan ke.wajiban pe.rpajakan atas transaksi pe.rubahan ke.pe.milikan 

ke.ndaraan be.rmotor. Dalam konte.ks Te.ori Ke.wajiban Pajak Mutlak (Te.ori Bakti), 

ke.wajiban me.mbayar BBNKB me.rupakan be.ntuk partisipasi warga ne.gara dalam 

me.mbiayai ke.butuhan pe.mbangunan dae.rah. BBNKB me.njadi salah satu 

kompone.n pe.nting dalam struktur pe.ne.rimaan pajak dae.rah, te.rutama di provinsi 

dan kabupate.n/kota yang me.miliki tingkat pe.rtumbuhan ke.ndaraan be.rmotor yang 

tinggi. Pe.ningkatan pe.ne.rimaan BBNKB me.nunjukkan tingginya aktivitas e.konomi 

masyarakat, se.rta e.fe.ktivitas administrasi pe.rpajakan di tingkat dae.rah dalam 

me.nge.lola pote.nsi pajak dari se.ktor ke.ndaraan be.rmotor. 
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Pe.ne.litian Manangin Yuni Anggraini dkk. (2023) me.ne.mukan bahwa 

pe.ne.rimaan BBNKB be.rpe.ngaruh positif dan signifikan te.rhadap Pe.ndapatan Asli 

Dae.rah.  

H2: Pe.ne.rimaan Be.a Balik Nama Ke.ndaraan Be.rmotor (BBNKB) be.rpe.ngaruh 

signifikan dan positif te.rhadap Pe.ndapatan Asli Dae.rah (PAD). 

2.4.3 Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara simultan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) 

Pe.ne.rimaan PKB dan BBNKB se.cara simultan me.re.pre.se.ntasikan kontribusi 

masyarakat baik dari sisi ke.pe.milikan maupun pe.ralihan ke.pe.milikan ke.ndaraan 

be.rmotor. Dalam pandangan Te.ori Ke.wajiban Pajak Mutlak (Te.ori Bakti), 

pe.me.nuhan ke.wajiban pe.rpajakan dari ke.dua se.ktor ini me.rupakan be.ntuk 

partisipasi aktif warga ne.gara dalam me.ndukung pe.mbiayaan pe.mbangunan 

nasional dan dae.rah. 

Se.cara simultan, pe.ne.rimaan PKB dan BBNKB me.njadi indikator pe.nting 

dalam me.ngukur e.fe.ktivitas dae.rah dalam me.nggali pote.nsi pajak se.ktor ke.ndaraan 

be.rmotor. Pe.ningkatan ke.duanya se.cara be.rsamaan dapat me.mpe.rkuat kapasitas 

fiskal dae.rah, me.mungkinkan pe.me.rintah dae.rah untuk me.mbiayai be.rbagai 

program pe.mbangunan tanpa ke.te.rgantungan yang tinggi pada dana transfe.r dari 

pe.me.rintah pusat. 

Hasil pe.ne.litian te.rdahulu ole.h  Manangin Yuni Anggraini dkk. (2023), 

Wulandari dkk. (2022), dan Savitri & Anggraeni (2021) se.cara konsiste.n 
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me.nunjukkan bahwa pe.ne.rimaan PKB dan BBNKB se.cara simultan be.rpe.ngaruh 

positif dan signifikan te.rhadap Pe.ndapatan Asli Dae.rah.  

H3: Pe.ne.rimaan Pajak Ke.ndaraan Be.rmotor (PKB) dan Be.a Balik Nama 

Ke.ndaraan Be.rmotor (BBNKB) se.cara simultan be.rpe.ngaruh signifikan dan positif 

e.rhadap Pe.ndapatan Asli Dae.rah (PAD). 


